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BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU

NOMOR Z TAHUN 2OI9

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

bahwa undang-undang Nomor 28 Tahun 2AA9 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 127

pada huruf a, periu menetapkan Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah sebagai salah satu jenis Retribusi Jasa

usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah

yang penting guna membiayai pelaksalaal Pemerintah

Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Maluku utara, Kabupaten Buru

dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran

Negara Republik Ind.onesia Tahun 1999 Nomnr L74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan undang-

undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Maluku utara, Kabupaten Buru
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dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 396 1);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaral Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerinta.han

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Ind"onesia Tahun 2005 Nomor L40, Tambahan

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor a579l;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan

pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 1"65, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OLO tentang

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan P4jak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 24rc

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor B0 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU

Menetapkan:

dan

BUPATI BURU,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG

KEKAYAAN DAERAH.

RETRIBUSI PEMAKAIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Bupati adalah Bupati Buru;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;

9.

10.
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organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat oPD adalah

perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam

melaksanakan pengelolaan d an pemungutan retribu si daerah;

Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang

Retribu si Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah

Peraturan BuPati Buru;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan narla

atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, sosial politik atau

nrganisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan

lainnya.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau Badan.

wqiib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut

Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan

pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi

tertentu;

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan

batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan

perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat ssRD'

adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah

dilakukan dengan menggullakan formulir atau telah dilakukan dengan

cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh

Kepala Daerah.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD'

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah

pokok retribusi Yang terutang.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya

disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan

jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi

7.

8.

9.

10.

11.
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15.

16.

t1)

{2)

lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak

terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi

administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengola

data, keterangan, danfatau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhal kewqjiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

retribusi daerah;

t7. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaiaa

yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan

bahan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di

Lridang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRiBUSI

Pasal 2

Dengan nalna Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi

atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

Objek Retribusi adalah pelayanan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah

termasuk fasilitas lainnya dilingkungan yang disediakan, dimiliki,

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :

a. tanah;

b. bangunan/kios;

c. bangunan serbaguna;

d. alat berat;

e. alat pertanian;

f. media Bilboard;

g. kendaraan bermotor apung/jetsky;

h. Website Pemda dan Videotron; dan

i. alat lainnya.

Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat {21 adalah periggunaan tanah yang tidak mengubah

fungsi dari tanah terbut.

(3)



Pasal 3

(1) Subjek Retribusi adalah orallg pribadi atau badan yang

memakai/menikmati kekayaan daerah diwajibkan membayar Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah;

tzl Dikecualikan sebagai subjek retribusi adalah Pemerintah Daerah dalam

rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan

pelayanan masyarakat.

BAB III

WAJIB RETRIBUSI

Pasal 4

Wajib Retribusi Pemekaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi ata'u

badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi

diwqjibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut

atau pemotong Retrbusi.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Cara mengukur tingkat penggunaall jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan

jenis-jenis pemakaian kekayaan daerah, yaitu :

a. untuk pemakaian bangunan/gedung, gudang, ruangan diukur

berdasarkan lokasi, luas ruangan, fasilitas dan waktu pemakaian;

b. untuk pemakaian kendaraan/alat diukur berdasarkan tahun pembuatan,

tonase dan jangka waktu pemakaian; dan

c. untuk pemakaian billboard diukur berdasarkan satuan luas dan waktu

pemakaian.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

{1} prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian

Kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan

yang layak.



{2} Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat {1} adalah

keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut

dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar'

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

berdasarkan klasifikasi, jenis pelayanan serta besarnya kualilikasi

pemakaian.

{2} Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

{1} tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini"

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal I
Retribusi Jasa Usaha dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII

SAAT DAN MASA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan

frekuensi penggunaan jasa dari setiap pemakaian kekayaan Daerah.

BAB IX

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran,

Sanksi Administrasi dan Tata Cara Penagihart

Paragraf 1

Tata Cara Pemungutan

Pasal 1"0

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.



(1) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada aSat (1)

dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan

Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

{1} Pembayaran Retribusi harus dilakukan seca.ra tunai.

{2} Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain

yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain ditunjuk, maka hasil

penerimaan daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Umum

Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 iam.

Paragraf 3

Sanksi Administratif

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada watr<tunya atau kurang

membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2o/" {dua

persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang

dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 13

Tata Cara Penagihan

iU Penagihan Retribusi terutang sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 1

didahului dengan Surat Teguran.

{2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai

awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera

setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.

{3) Dalam jangka waktu 15 (lima belas} hari kalender setelah tanggal Surat

Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diterima Wqiib Retribusi

harus melunasi retribusinya yang terutang.

{4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
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(2)

(1)

{2)

{3}

(4)

ts)

Bagran Kedua

Pemanfaatan

Pasal 14

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi

diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan

penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan dalam pasal 7 ayat{2\.

Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagran Ketiga

Keberatan

Pasal 15

Wajib Retribusi tertentu dapat mengqjukan keberatan hanya kepada

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang

dipersamakan;

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan

disertai alasan-alasan yang jelas;

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)

bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi

tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat

dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

adalah suatu keadaan yang tedadi diluar kehendak atau kekuasaan

Wqiib Retribusi;
peng{uan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan

pelaksanaan pens gihan Retribusi.

Pasal 16

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 {enam) bulan sejak tanggal

Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas kebetatart

yang dia,jukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ti) adalah untuk

memberikan kepastian bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang

diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati'

{1}

I
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(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya

atau sebahagian, menolak, atau membayar besarnya Retribusi yarlg

terutang;

{4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat {1) telah lewat

dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan

tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhny",S_919

kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan

bunga sebesar 2ok (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas)

bulan;

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada Bupati;

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya

permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat {1), harus memberikan keputusan;

Apabila janska waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah

dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, perrnohonan

Pengembalian Pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB

atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama

1 (satu) bulan;

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, Kelebihan

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat {1) langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi tersebut;

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan

sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB;

Jika Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah 2

(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2o/o (dua persen)

sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;

(u

{2}

tu

(2)

(4)

{s)

t3)

{6}
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(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengembalian Kelebihan

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

{1} Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi Kadaluwarsa setelah

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya

Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di

Bidang Retribusi;

{2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}

tertangguh jika :

a. diterbitkan surat teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsuag

maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaiamana dimaksud pada ayat

{2} huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya

surat teguran tersebut;

{4} Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (21huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan

masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasinya kepada

Pemerintah Daerah;

{5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat l2l huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan

angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh

Wajib Retribusi.

Pasal 2O

{1} Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

{2} Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah

yang sudah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

{3} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Piutang Retribusi

yang sudah Kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
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BAB XII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 2 1

{1} Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan

Perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.

{2} Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan danf atau meminjamkan buku atau catatan,

d"okumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang

berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang.

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran

pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

{3} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur

dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau paling lama

3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan;

{2} Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;

{3} Penempatan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif

atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

{1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)'

t2) Tata cara pemberian dan pemanf,aatan insentif sebagaimana dimaksud

pada ayat {1} mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.
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BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 24

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

diberi !\,'ewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai

Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh

Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan;

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah

agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang

Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak

pidana Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan

terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi

Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

j. rnenghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundangund angan.

(2)

t3)
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(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia,

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum

Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merusrkan

keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak

atau kurang dibayar.

Pasal 26

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan penerimaan

Negara.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

PasaL 27

Pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa berdasarkan kontrak,

tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa sewa dan selanjutnya akan

dikenakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pemakaian

kekayaan daerah akan selanjutnya diatur dalam perjanjian masing-masing

objek.
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Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada 3; Juti 24rc

F{IJ,U

IM UMASUGI

Diundangkan di Namlea

pada tanggal 3 t Juli 2A19

fsrxnereRrs DAERAH KABUrATEN BURU,

ftffi^-to
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH

{.1./ .6,. /Zotel.
KABUPATEN BURU, PROVINSI MALUKU :
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU

NOMOR A TAHUN 2OL9

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah

memberi ruang yang luas bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahannya demi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu bentuk pemberian ruang yang luas dalam menyelenggarakan

pemerintahan di daerah adalah dengan melimpahkan sebahagian wewenang

Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk mengenakan pungutan kepada

masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2AO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah

dan Retribusi Daerah setiap daerah dapat memungut Pajak dan Retribusi

Daerah yarlgterlebih dahulu harus diatur dengan Peraturan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2AA9, Pajak daerah ditetapkan

hersifat close list, sedangkan bagi Retribusi masih dibuka peluang untuk

dapat menambah jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan

dalam Undang-Undang dimaksud dan Peraturan Pemerintah yang

merupakan peraturan pelaksanaannya.

Ad.anya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan Peraturan

Pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi

pelayanan darrr pefizi"nan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang

juga diatur dengan Peraturan pemerintah.

Pemerintah Daerah memiliki hak untuk mengenakan pungutan kepada

orang pribadi atau badan atas jasa usaha tertentu yang disediakan atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk memperoleh

keuntungan yang layak.

Dari 11 (sebelas) jenis R etribusi jasa Usaha dalam Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2OOg, salah satu yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten

Buru adalah retribusi Pemakaian Kekayaan daerah.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk dalam golongan

retribusi Jasa Usaha yang merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran

atas jasa pelayanan penggunaan fasilitas milik Pemerintah Daerah dengan

menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula

disediakan oleh sektor swasta.
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Kebijakan penetapan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagai

retribusi daerah juga dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengefetifkan

penggunaan kekayaan yang dimiliki oleh daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.
Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Fasilitas lain sebagaimana dimaksud dalam ayat ini
trerupa bendera hias, umbul-umbul, dan sound system.

Ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup Jelas.
Pasal 5

Cukup Jelas.
Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat {2}

Cukup Jelas
Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam lampiran huruf A
dihitung dengan memeperhatikal Nilai JuaI Objek Pqiak

{NJOP} setempat.

17



Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal L0

Cukup Jelas.
Pasal 1 1

Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (21

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Pasal 12

Ayat {1)
CukuP Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas.
Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas
Pasal 15

Ayat {1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas
Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

CukuP Jelas
Ayat (3)

CukuP Jelas
Ayat (a)

Cukup Jelas
Ayat (5)

Cukup Jelas
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Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (a)

Cukup Jelas
Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Cukup Jelas
Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat {3)

Cukup Jelas.
Ayat {a)

Cukup Jelas
Ayat {5)

Cukup Jelas.
Ayat (6)

Cukup Jelas
Ayat (7)

Cukup Jelas.
Pasal 2O

Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat {2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas.
Ayat {a)

Cukup Je1as

Ayat (5)

Cukup Jelas
Pasal 21,

Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
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Pasal 22
Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat {2}

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Pasal 24

Ayat {1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat {3)

Cukup Jelas
Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat {3)

Cukup Jelas
Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR A
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LAMPIRAN PERATURAN DAERA}I KABUPATEN BURU

NOMOR :aTAHUN2019
TANGGAL : 3l JULI 2OLg

TENTANG:RETRIBUSIPEMAKAIANKEKAYAANDAERAH

A. BANGUNAN KIOS

TARIF SEWA PEMAKAIAN BANGUNAN KIOS

N<> Obyek Retribusi Satuan
Tarif {Rp}

Per Tahun

Tarif {Rp}

Per 5 Tahun

1 2 3 4 5

I PASAR KELAS I
PERMANEN 2 x 2
PERMANEN 2 x 3
PERMANEN 3 x 3
PERMANEN 3 x 4
PERMANEN 3 x 5
PERMANtrN 4 x 4
PERMANEN 4 x 5

PERMANEN KELAS II
Bangunal Lama
PERMANEN 2 x 2
PERMANEN 2 x 3
PERMANEN 3 x 3
PERMANEN 3x 3.5
PERMANEN 3 x 4
PERMANEN3.5x4
PERMANEN 3 x 5
PERMANEN 4 x 4
PERMANEN 4 x 5
PERMANEN 3 x 7
PERMANEN 5 x 7
Bangunan Baru
PERMANEN 2 x 2,75
PERMANEN 3 x 5

PERMANEN KELAS III
PERMANEN 2 x 1,5

PERMANEN 3 x 1,5

PERMANEN 2 x 2,75
PERMANBN 2 x 3
PERMANEN 3 x 3
PERMANEN 3 x 4
PERMANEN 3 x 5
PERMANEN 4 x 4
PERMANEN 4 x 5
PERMANEN 5 x 6
PERMANEN 5 x 10

PERMANEN 5 x 12

Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda

Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda

Sda
Sda

Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda

t

500,000,00
600,000,00
700,000,00
800,000,00
900,000,00
900,000,00

1,000,000,00

1,100,000,00
1,300,000,00
1,400,000,00
1,450,000,00
1,500,000,00
1,550,000,00
1,600,0o0,00
1,700,000,00
1,800,000,00
2,300,000,00
2,500,000,00

2,000,000,00
4,000,000,00

1,500,000,00
1,700,000,00
2,000,000,00
2,000,000,00
3,000,000,00
3,500,000,00
4,000,000,00
4,000,000,00
4,500,000,00
5,000,000,00
6,000,000,00
7,000,000,00

2,500,000.00
3,000,000.00
3,500,000.00
4,000,000.00
4,500,000.00
4,500,000.00
5,000,000.00

5,500,000,00
6,500,000,00
7,000,000,00
7,250,000,00
7,500,000,00
7,750,000,00
8,000,000,00
8,500,000,00
9,000,000,00

11,500,000,00
12,500,000,00

10,000,000,00
20,000,000,00

7,500,000,00
8,500,000,00

10,000,000,00
10,000,000,00
15,000,000,00
17,500,000,00
20,000,000,00
20,000,000,00
22,500,000,00
25,000,000,00
30,000,000,00
35,000,000,00
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B. GBDUNG SERBAGUNA

TARIF SEWA GEDUNG SERBAGUNA

C. ALAT BERAT

D. AI.AT PERTANIAN

TARIF SEWA PEMAKAiAN ALAT PERTANIAN

No Obyek Retribusi Satuan Tarif (Rp) Keterangan

1. Sewa Gedung Aula kelengkaPan :

a. AC Standing
b. Panggung
c. Meja Prasmanan
d. Soundsystem Standar
e. Kursi Vip
f. Kursi lipat standar/Plastik
g. Infokus + I.ayar

6 Unit
Paketlhari

1O Buah
1 Set

200 Buah
250 Buah

5.000.000,- Autra

2. a. Kursi Vip
b. Kursi lipat standar/Plastic

Unit/Hari
Unit/Hari

2.000,-
1.000,-

3. a. Bis Pemda (full Ac)

b. Fick Up

Hari

Hari

1.500.000,-

2.500.000,-

500.000,

1.000.000,-

dalam Daerah Kab.
Buru
Lua: Daerah Kab.

Buru
dalam Daerah Kab.
Buru
Luar Daerah Kab.
Buru

TARIF SEWA PEMAKAIAN ALAT-ALAT BtrRAT

No Jenis Alat Berat
Tarif

{Rp/Jam}
Tarif (RplHari)

1. Whell Loader 2OO4 84.000,- s88.000,

2. Three Whel Rooler 2OO2 116.000,- g12.OOA,-

3. Motor Grader 2A16 566.000,- 3.962.000,-

No Jenis Alat Mesin Pertanian Satuan Tarif {Rp}

1

2

3

4

5

6

Traktor roda 2

Traktor roda 4

Rice Trasnplanter

Combine Harverser

RMU (Penggilingan Padi)

Dryer (Pengering)

Ha

Ha

Ha

Ha

Ton

Ton

Rp. 75. 000,-

Rp 100.000,-

Rp. 100.000,-

Rp. 400.0O0,-

Rp. 100.000,-

Rp. 100.000,
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E. MEDIA BILLBOARD

TARIF SEWA PEMAKAIAN MEDIA BILLBOARD

F. KENDARAAI\T BERMOTOR APUNG/JETS}ff

No Obyek Retribusi Satuan Tarif {Rp} Keterangan

1. Baliho
a. Ukuran 2x3
b. Ukuran 3x4
c. Ukuran 4 x6
d.Ukuran5x10

M2

M2

M2

M2

630.000,-/bulan
1.260.000,-/buLan
2.520.000 ,- /bulal:.
5.250.000,-1bulan

NO OB'EK RETRTBUSI WAKTU TARIF {Rp}

1 Jetsky Yamaha FX 700 cc 1 (satu) Bulan Rp. 2.000.000,-/unit

G. TARIF SEWA PEMAKAJAN WEBSITE PEMDA DAN VIDIOTRON

1. TARIF SEWA PEMAKAIAN REKLAME VIDEOTRON

NO OBJEK RETRIBUSI WAKTU TARIF (Rp) KET

1. Paket 1

- Halaman Informasi

1 (satu) bulan
3 (tiga) bulan
6 (enam) bulan
1 (satu) tahun

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

1.000.0O0,-lhral
2.750.000,'/haJ
5.000.000,- ll;lal
7,500.000,-/h;al

Profil

2. Paket 2

- Link
I {satu) bulan
3 {tiga} bulan
6 (enam) bulan
1 {satu} tahun

Rp. 500.000,-/hal
Rp. 1.250.000,-/hal
Rp. 2.250.000,-/hal
Rp. 4.000.000,-/hal

Link
Atamat
Situs

3. Paket 2

- Banner Halaman Utama

1 tsatu) bulan
3 (tiga) bulan
6 (enam) bulan
1 (satu) tahun

Rp. 750.000,-/hal
Rp. 2.000.000,-/hal
Rp. 3.750.000,-lhal
Rp. 7.000.000,-/hal

Iklan
Promosi
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M2
Sewa

(30 detik)
Detik Hari Harga Sewa Teknisi

Jumlah Sewa

6 200.000,- 30 1 200.000,00 200.000,00 400.000,00

{) 200.000,- 45 1 300.000,00 200.000,00 500.000,00

5 200.000,- 60 1 400.000,00 200.000,00 600.000,00

6 200.000,- 75 I 500.000.00 200.000,00 700.000,00

6 200.000,- qo 1 600.000,00 200.000,00 800.000,00

6 200.000,- 105 1 700.000,00 200.000,00 900.000,00

6 200.000,- L20 1 800.000,00 200.000,00 1.000.000,00

6 200.000,- 30 7 1.400.000,00 200.000,00 1.600.000,00

6 200.000,- 45 7 2.100.000,00 200.000,00 2.300.000,00

6 200.000,- 60 7 2.800.000,00 200.000,00 3.000.000,00

6 200.000,- 75 7 3.500.000,00 200.000,00 3.700.000,00

6 200.000,- 90 I 4.200.000,00 200.000,00 4.400.000,00

6 200.000,- 105 7 4.900.000,00 200.000,00 5.100.000,00

6 200.000,- L20 7 5.600.000,00 200.000,00 5.800.000,00

6 200,000,- 30 15 3.000.000,00 200.000,00 3.200.000,00

6 200.000,- 45 15 4.500.000,00 200.000,00 4.700.000,00

6 200.000,- 60 15 6.000.000.00 200.000,00 6.200.000,00

6 200.000,- 75 15 7,500.000,00 200.000,00 7.700.000,00

6 200.000,- 90 15 9.000.000,00 200.000,00 9.200.000,00

6 200.000,- 105 15 10.500.000,00 200.000,00 10.000.000,00

6 200.000,- L20 15 12.000.000,00 200.000,00 12.000.000,00

6 200.000,- 30 30 6.000.000,00 200.000,00 6.200.000,00

6 200.000,- 45 30 9.000.o00,00 200.000,00 9.200.000,00

6 200.000,- 60 30 12.000.000,00 200.000,00 12.200.000,00

6 200.000,- 75 30 15.000.000,00 200.000,00 15.200.000,00

6 200.000,- 90 30 18.000.000,00 200.000,00 18.200.000,00

6 200.000,- 105 30 21.000.000,00 200.000,00 21.200.000,00

6 200.000, 720 30 24.OOO.O00,oo 200.000,00 24.200.000,00

L2 300.000,- 30 1 300.000,00 200.000,00 500.000,00

L2 300.000,- 45 1 450.OOO,OO 200.000,00 650.000,oo

L2 300.000,- 60 1 600.000,00 200.000,00 800.000,00

12 300.000,- 75 1 750.000,00 200.000,00 950.000,00

12 300.000,- 90 1 900.000,00 200.000,00 1.100.000,00

t2 300.000,- 105 1 1.050.000,00 200.000,00 1.250.000,00

L2 300.000,- 124 1 1.200.0o0,00 200.000,00 1.400.000,00
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24 400.000,- 30 1 400.000,00 200.000,00 600.000,00

24 400.000,- 45 1 600.000,00 200.000,00 800.000,00

24 400.000,- 60 1 800.000,00 200.000,00 1.000.000,00

24 400.000,- 75 1 1.000.000,00 200.000,00 1.200.000,00

24 400.000,- 90 1 1.200.000,00 200.000,00 1.400.000,00

24 400.000,- 105 1 1.400.000,00 200.000,00 1.600.000,00

24 400.000,- r2a 1 1.600.000,00 200.000,00 1.800.000,00

H. ALAT LAIN},IYA

UMASUGI

25


